
BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

• 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (I) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat 
(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian 
Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat 

411 
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
S3.1kamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Nabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 



4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6570); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagalmana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035 ); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 
128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2015 Nomor 177); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 mbaran 



Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lamandau nomor 
244); 

16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712); 

1KEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATITRAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 
2021 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

• 

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamandau dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 

5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 
adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. 

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Lamandau. 

7. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Lamandau. 

8. Kepala DMPD adalah Kepala DPMD Kabupaten Lamandau. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi 
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster 
jumlah penduduk. 

13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikanisada Desa 



Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarka 
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 
luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap 
Desa. 

16. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa 
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, 
Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli 
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan 
Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut dengan RKD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa. 

18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 
bank sentral. 

19. Bantuan Langsung Tunat desa yang selanjutnya disingkat 
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga 
miskin atau tidak marnpu di desa yang bersumber dari dana 
Desa untuk mengurangi datnpak ekonomi akibat adanya 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

BABII
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

(1) Jumlah Dana Desa untuk seluruh Desa di daerah Tahun 
Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 80.758.472.000,- ( 
Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta 
Empat Ratus trujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). 

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa di daerah Tahun Anggaran 
2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan: 
a. alokasi dasar; 
b. alokasi afirmasi; 
c. alokasi kinerja; dan 
d. alokasi formula. 

(3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu 
sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) Desa. 

Pasal 3 

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster 
jumlah penduduk dengan ketentuan : 
a. Rp. 48 1.573.000,00 (empat ratus delapan pula  satu juta 

MINEWIth 



lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan 
jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa; 

b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima 
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan 
jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 
(seribu) jiwa; 

c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta 
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan 
jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 
(lima ribu) jiwa; 

d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima 
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan 
jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 
10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan 

e. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh 
puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah 
penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa. 

Pasal 4 

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan 
desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi. 

Pasal 5 

(1) Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
huruf c, dihitung sebesar 3 % (tiga persen) dari anggaran 
Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. 

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud ayat (1) 
merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) 
dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil kinerja 
terbaik. 

Pasal 6 

(1) Pagu Alokasi forrnula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari 
anggaran dana Desa dibagi berdasarkan indikator : 

a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); 

b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh 
persen); 

c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen): 
dan 

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 3 0% (tiga puluh 
persen). 

(2) Besaran Alokasi Formuia setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan 
rumus : 

AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + 
(0,30 x Z4)) x AF Kab 

Keterangan: 



AF Desa = 
ZI = 

Z2 = 

Z3 = 

Z4 = 

AF Kab = 

Alokasi Formula setiap Desa 
rasio jumlah penduduk setiap Desa 
terhadap total penduduk Desa Daerah 
kabupaten 
rasio jumlah penduduk miskin setiap 
Desa terhadap total penduduk miskin 
Desa Daerah kabupaten 
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa Daerah 
kabupaten 
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG 
Desa Daerah kabupaten 
Alokasi Formula setiap kabupaten 

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing• masing 
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG 
Desa. 

Pasal 7 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di daerah 
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB III 
PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 8 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah 
Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana 
Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari 
Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 
a. tahap sebesar 401D/o (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa, dengan rincian : 
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa bulan kesatu sampai 
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan 
Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan 
kedua sampai dengan bulan kelima; 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa, dengan rincian : 
1. 40% (empat puluh persen) dari paguari a Desa 



setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan 
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat 
bulan Juni untuk bulan keenam dan paling 
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; 
dan 

c. tahap 111 sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana 
Desa setiap desa, dengan rincian : 
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan 
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas 
paling cepat bulan November untuk bulan 
kesebelas dan paling cepat akhir bulan 
November bulan kedua belas 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada 
Bupati, secara 1engkap dan benar dengan ketentuan : 
a. tahap 1 berupa: 

1. Rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas; 
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 

b. tahap 11 berupa: 
1. Rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa tahap 1 yang telah disalurkan; 

4. Peraturan Kepala Desa mengenai keluarga penerima 
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 
penerima manfaat BLT Desa; 

5. berita acara konfirrnasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD 
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan 

c. tahap 111 berupa: 
1. Rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap 11 yang telah 
disalurkan; dan 



3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 
tahun anggaran sebelumnya, dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 11 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap 11 Tahun Anggaran 
2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan 
kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga 
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ 
atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b angka 3 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan 
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh 
kegiatan setiap Desa. 

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 
3 dan huruf c angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan 
capaian keluaran. 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan : 
a. menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat 

setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) 
bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT 
Desa bulan kesatu kepada Bupati: dan 

b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan 
setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada 
Bupati. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing 
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan 
data realisasi jumlah keluarga penenma manfaat bulan 
sebelumnya kepada Bupati. 

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas setelah kepala 
Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati. 

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan 12 (dua belas) kepada Bupati paling 
lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupalcan jumlah yang 
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya,a4au hasil 
pendataan jumlah keluarga penerima manf BLT Desa 



tahun berkenaan. 

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, 
kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala 
desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga 
bulan Desember. 

(7) kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(4). 

Pasal 11 

• 

• 

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran Dana Desa dan tidak melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya. 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 12 

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk 
pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di 
Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2021. 

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, 
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor 
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa 
melalui Badan Usaha Milik Desa. 

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa 
Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, 
ketahanan pangan dan perbaikan fasiitas kesehatan. 

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam 
penggunaan Dana Desa. 

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), term asu k kegiatan dalam rangka 
menanggulangi dampak pandemi Con9na Virus Disease 
2019 (COVID-19). 

(6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling sedikit 8% 
(delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar 
dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa. 



(7) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos 
komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di tinglcat Desa atau pos jaga di Desa. 

(8) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), memiliki fungsi : 
a. pencegahan; 
b. penanganan; 
c. pembinaan; dan 
d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4). 

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang 
paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di 

Desa bersangkutan; dan 
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, 
Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuari sosial 
Pemerintah lainnya. 

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan petani, 
BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian 
pupuk. 

(4) Rincian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan 
peraturan Kepala Desa. 

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) dari Kementerian Sosial. 

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas 
per keluarga penerima manfaat. 

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6), dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan 
Januari. 

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 
huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa 
bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana 
Desa untuk BLT Desa setiap bulan. 

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari keba ik han BLT 



Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 
a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan 
penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya 
di Desa. 

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa 
menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

(1 1) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan 
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa 
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan 
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan 
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat Desa setempat. 

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan 
menggunakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). 

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa pada ayat (2) 
dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50 )̀/0 (lima 
puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. 

Pasal 15 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk 
kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) telah terpenuhi. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa 
mengenai APBDes. 

Pasal 16 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa 
termasuk pelaksanaan BLT Desa. 

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian 
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan 
kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap 
penyaluran. 

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai 
kewenangan masing-masing. 



BAB V 
PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 17 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c 
angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 kepada 
Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat setempat. 

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan konvergensi pencegahan 
stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 3 kepada 
Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat setempat. 

(3) Kepala Desa menyampaikan laporan data realisasi jumlah 
keluarga penerima martfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) serta 
Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) kepada Bupati c.q. 
Kepala DPMD melalui Camat setempat. 

(4) Camat melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan 
melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan. 

(5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
melakukan input laporan yang telah dievaluasi oleh Carnat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN). 

(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), yang telah dilakukan input pada aplikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) atas Desa yang telah dinyatakan 
layak satur kepada Kepala BKD selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan 
Bun. 

(7) Camat setempat melakukan pendampingan kepada Desa 
dalam rangka penyusunan laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). 

Pasal 18 

(1) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan 
penyaluran Dana Desa di RICD kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Perbendahaan Negara Pangkalan Bun dan Bupati 
melalui Kepala BKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah. 

(2) Forrnat lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 
di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disusun sesuai 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 19 

(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa 
secara sendiri-seridiri atau bersama-sama. 

(2) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), terhadap: 
a. penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 
b. penyaluran Dana Desa; 
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa; 
d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting 

tingkat Desa; dan 
e. sisa Dana Desa di RKD. 

Pasal 20 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau 
b. capaian keluaran Dana Desa. 

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan: 
a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa 

Dana Desa di RKD; dan/atau 
b. melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan 

capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perberdaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN). 

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, 
Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Intemal Pemerintah 
daerah untuk melakukan pemeriksaan 

Pasal 21 

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran 
Dana Desa tahun anggaran bedalan dan/atau tahun 
anggaran berikutnya, dalam hal terdapat perrnasalahan 
Desa, berupa: 
a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan 

ditetapkan sebagai tersangka; atau 
b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau 

ketidak jelasan status hukum. 

(2) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, 
Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian 
penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 



Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian 
penyaluran Dana Desa, berdasarkan: 
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2); atau 
b. surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait 

atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b. 

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat 
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a, atau surat rekomendasi dari 
kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b , dilakukan mulai penyaluran Dana 
Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima. 

(5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa 
tahap tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran 
Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan. 

(6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan melalui 
surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada 
Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan 
Bupati atau kementerian/lembaga terkait 

Pasal 22 

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), tidak 
dapat disalurkan kembali ke RKD. 

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, 
berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun 
anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran 
Dana Desa. 

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat 
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa 
dari Bupati/Wali Kota paling lambat tanggal 30 Juni tahun 
anggaran berjalan. 

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum 
tersangka, pemulihan status hukum tersangka, 
dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa 
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 
surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana 
Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat 
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 J tahun 



anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun 
anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa 
tersebut telah dialokasikan. 

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat 
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat 
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan 
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan 
dengan tembusan Bupati atau Kementerian/Lembaga terkait. 

Pasal 23 

• 

• 

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50c1/0 
(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan 
pada tahap II Tahun Anggaran 2021. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap 11 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT 
Desa setiap tahapan. 

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal 
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 
insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia 
cukup anggaran setiap bulannya. 

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam 
peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah. 

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi 
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada 
penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). 

Pasal 24 

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada 
tahap II Tahun Anggaran 2022. 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal 
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 
insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria. 

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam 
Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
disampaikan oleh Bupati kepada kepala Kantor Pelayanan 



Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku KPA penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa 
tahap II pada Tahun Anggaran 2022. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatIcannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Lamandau. 
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14 Cririg 184•41144. 1 51.1314.,COLI MA./U 1 - 57091 57.091 7 Tri 153100 152 0.0021 01CO2 II 41 COI 0001 11.15804 0 000 a 00131 12 441 0.04/0 110030 00252 142.931.00) 997,550,000 

15 Dring tririo PaIG 2 1814 7/1.033 ri lDEM8•1141 1 • 51 /44 5.1 /84 11 132 00011 13 01112 37 13.019 0 COI 5.22944 0 0039 0 00014 34 116 0.01195 00031 0.0111 115000/100 875,574,000 

1.6 Driori lapa 1 5411574.000 •481/18341NG 4 54 SU 54.111 21 647 0 COM 0 C4X0 M 0.01/ 11012 1101924 00101 000301 ri  1411 a 0150 00045 0.0201 570.91.9/700 2,112,433,000 

12 Deleng Iritrill 1 561374.400 11111144riri 1 • 51.400 11.400 Iri - 431. 0 0059 0 0005 S 010) 01/01 21.7105 7- 00043 0 C0317 42.271 410148 00314 0.0269 194314.000 756.0413.00) 

111 Chfor4 faleab4.0 2 561,574 CO) 1LIIT1)IGGA1 1 50.942 30911 73 711 0.00911 0 0010 50 0 0211 0 0/0 17.0970 0.0379 0 0005. 37.012 0.0111 00634 0 011.1 411,144.002 993 918 000 

19 Dring Pwlymbasom 2 511.524 030 Will 1 511825 511815 1 7911,15).00) 5/4 0.01.19 00012 47 0 024 0.010 1.4 3111311 0.0024 000047 11 /21 0 C099 0.0093 0 01.11 405 1154C0 1,254,863,000 

20 Delano iriu 1•1•80 2 541.174.400 11411~ I 52.9/2 0.952 a 7 166 0 0050 0.0005 4 0 40/ 0.001 19 Iritt 0 0205 003130 57.120 0 0140 0 02411 0.01714 201,505,C00 771.141,003 

11 iuri 5949•1111riaw• 2 5615211/310 atriEhlirila I • 50 615 50 1171 16 ri l 0 03.1 0.0001 10 0.021 0.002 3.02075 aCCOS 0.03310 40510 110124 a 1/037 0 11)417 1119.580,002 751,114,000

22 Iluld atod .2 561,574/200 ri lli6M5.1016 1 54 CO9 51 COS 11 1117 011053 ClOODS 11 01106 0.002 9.6684.1 0.0016 003112 72.006 00090 1) 0329 0 0061 171.141,1100 732,915,002 

23 Ilula Ilritlribin 3 646574,030 SUMM8AGG 4 53.884 33 144 15 1101 00151 0.0015 115 0014 0013 37/03621 0.11614 0 01229 31091 04038 0 CO29 00302 852.531003 1,494,107 000 

11 bOG Pas I 6415 74 CCO MAJU 1 54 ICO 54 300 ri • 1.517 a04117 0 C049 11 0008 0/307 72.49813 0.0120 0 03299 15 101. 0 Oril 0 0015 0 0110 110,4211,00) 953,007,000 

ri 94111 Pen.• 2 51•15/4.03) Ot ri llrieri 1 11 317 55312 15 106 CLOC412 Q 5 0o333 0031 511.71595 01045 11.0100 40.677 110129 0 COM 110225 936.076.030 3 1117,600 000 

ri 1014i Denols 1 541.574.0:0 MAN ll 401 56401 2 280.151.000 1117 00174 00017 22 0011 0005 1 1 L 14.110 0 01.34 0 001ST 11.71/ 0.0101 0 01111 0.0110 154,7940:0 1,298,W,000 

ll boili Iririet 2 161.574,033 ri llriMIUNG 1 41.422 521122 747 1101113 0 0210 4 01/0.1 Ci CO1 i 11451 0 00O3 0.00017 40.627 0.0124 0.0337 00057 159253.000 721,421.030 

ri 8.44 P 10140 4411 3 541,5 M.000 1,4421.1 1 Stril 54 924 19 1.321 110/23 0 COri 15 0.4411 0.033 419 54035 0 00112 0 00154 31115 0010.7 0.0110 0.011/41 124.3/11.0X) 928,855,000 

29 Iril Idanbn 14840 1 111.574/730 MAJ41 3 53170 53 110 1.492 0.111111 0 0071 19 CLOX 11013 43 11C095 0.110/2 0 00148 39 240 1/01211 00336 0.0112 4213•3671/03 1,055,9111,000 

10 Pla Ila kriri 3 14ID74.030 1411144•411424 2 52 201 52 204 56 / ASO 0.0413 0.4047 11 0.1)17 0 021 10-0144 60150 00029* 31952 0.0122 00037 110162 456,654,401 1,094,224,000 

11 Ori• 84 4 1145444 641.114.030 PAJoU 1 54 214 541 214 Ti 1.210 420114 00017 10 01101 0012 7.42439 0 0aU 00003 12426 Cl 0100 0 0400 0.01770 197217.000 8.381791,000 

I/ 1•411 14 11•94 1 441574/310 tritririril1G 1 50814 50.8.» 75 1.161 00140 00016 9 0 003 0.00? 103100 00005 0.00010 ri  186 41 0164 0.0:61 0.0016. 243,745,000 2195.319,000 

33 IhAt 2 591.524.1100 11(1141/4114014 1 54143 54 6113 8 141 0 0044 0 0026 4 0 007 0.001 3 50000 0 4 0 00011 54145 0 0162 0.0350 a 0016 167.0114 o 703,595,000 lina Pasakm0ow 
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14 Bulik 1.444 144444 ASSan 1 561374 OCO 1410111.111ANG 1 - 56.0411 34094 12 210 04039 11C034 12 0.0» 0001 41450811 0 0072 0 00144 31 507 00112 0.0034 00077 7142114.000 774.1159,000 

35 44113 limui 4144. 411 2 $61.3711.050 4111.40/111A4G 2 • 54.1111 54.2111 77 • 441 0.604 0.0/37 22 111114 0006 71 02296 0 0130 /101241 17.440 00115 01034 0 0123 341.794.000 904170,030 

771.494,000 31. lulllt Tvnut Alumr 2 561674,010 11411115441. 1 • 50.494 501294 74 • M 0.0015 0.000.1 S 0.001 0001 1712444 0 0040 1100041 41432 00113 0 110.63 0 0357 1511,920003 

37 6.214 7.414 11•464 latlng 1 5111,574000 04 0.0714411G 1 53.771 53273 43 ne closii 0 030. S 0.003 0.031 71.113134 0 0119 0473237 4201111 0 0129 00039 0.00,71 217141000 729.417,030 

777,491 000 14 13014 Orftur 0:44 2 561514000 13791114111ANG 1 • 51300 53 100 41 • 477 0.0059 0 OCOX 7 13 004 0001 77.314811 11 0114 003239 33110 0 0107 0 COU 0.01775 216.117 C00 

39 114131^4 Sep4444/4 2 541.514000 111.417.40.441G 1 57 966 87966 11, 2411.153.000 311 11000 011025 15 0004 0 033 40.11303 00299 0.00199 19492 0 0111 0 C036 0.0092 259.155.00 1,104: 907,000
40 4.011 11044 14•0•0444 3 641,574 CO3 133.100.111.10.6 1 • 52.673 32.1173 52 1031 00142 011011 S 0005 0001 464907.1 00360 0.001/0 sa 319 0 P1 ll 0.0035 0 0)77 202.474000 144,4041300 

41. 040 Ilrma Menotaa 7 561,574020 441140.11145/0 1 • 54 034 34,04 12 912 00125 0.0313 15 0.0011 13 001 77 24071 0 01211 0 01155 40176 00121 0.0037 00105 259 3113.003 840,959,000 

11.7 Oulta 11440 11•14 tompil 2 51,1574,CCO 1t41111GGA/ / 51.415 51415 ea 717 aoloi aoolti 52 0022 0011 29.12004 110044 0 00095 55.866 00171 0.0761 013171 30111411.000 1,065,763,000 

723.131.000 41 1101411444 Nanp 11471~ 1 4111.571.00, 101111146.4 1 31.57/1 51 471 65 94 00011 00001 11 0.036 0002 7.74113 04011 0.00074 1.4 077 0 0196 0.0359 0DC45 241471Acc 

44 144111 11/nuf 114130494 3 (41574.010 144/11 1 51 129 51. 131 12 - 2,171 00191 00229 23 0.012 0 COS 11.32201 0 0053 0 00107 26.430 00441 0.0014 0 0112 315.1959000 3$7,443,000 

45 11.4411~ 4.11411.4.A, 2 561374,000 14441 1 55.1144 55 114S 13 1123 0.011) 0.0011 34 0.004 O.0O3 13 00116 0 COSS 003109 41. lai 0 0121 000311 40091 253410000 11.24204,000 

1,179,479,000

144,1640110 

46 10.46414114,4 M 1 441574000 144.11 1 57 242 51./52 4 7114.111.0O3 LOSS 0.0145 0.0315 11 0 006 0 CO2 517/794 0.0105 0.03110 12.742 ozaz accao a coaa 249209000 

47 11•40014 11494 10144e 1 5111374000 TEAVIIGGAi 1 30.112 50 572 71 330 al C041 0.0101 19 0.020 0004 61.47.311 0 0101 000201 19 525 00120 00036 00100 241.291000 

411 414notob4 404 11619 41111114 1 531.314000 11411.14.441 1 • 50.344 50.644 71 2112 12 0340 0.0704 5 0 00) 0001 465 67564 0 117119 0.1113311 42.313 0 01.10 0£039 0 0207 545,137.000 1,106,711 400 

49 14•074.314 ins 1.4.4.41444 1 561.574003 UllINGal 4 • 52.2011 5.7204 55 • 659 0 0C91 00009 73 0 039 salS nsran 00121 (100741 59 175 0.01.10 00334 0 0114 131.011070 1,194 567,000
SO 1.1•40,444 44.4 Topaloo J '361,574.010 UNTING44.1 2 • 52.143 52.941 44 260 0 0034 0 OX11 n C. 015 0001) 7439510 0.0347 0.0X94 11591 0.0117 073018 0 0111 111 IS4C00 117~0 

S1 14~3411140 1161111 /4440.4 1 1541.574,000 144.4.1 1 51 1121 11.621 46 1275 110175 0 0011 17 11006 0.031 3140955 110055 0.00110 35-129 00101 0.0012 0.0014 241.499.CCO 444,473,000 

52 Ne414» 4. ov 4 1444444M44 3 641374.110) 1441U 1 - 53.074 51074 44 1.431 1113200 00020 0 0005 0401 30741149 00CS4 0 0)11.11 40 021 0.0123 00017 00392 21422apeo 901,797,000 

S5 1.4.0040 Raya 5t.S*M.y 3 641.514.CCO 1.1.419 2 53.532 53.132 39 2.450 00337 00054 22 0011 0 003. 24 71759 0.0047 0 COUS 14.466 0.0043 0 0017 0 0104 299,421000 040.295,000

S. 144.44444 11/Ari 41.4410.4enunigal 3 ML$74,000 AMIU 4 56.101 St 101 1*1 11113 0.0161 0.00111 42 0.043 oa0011 27.2522/1 0 0117 a mon naot o coaa astcri /20219 620411,000 1/261,593.000 
55 0.4440444 44.4 10iimi lera 3 441.5 0.003 41011#114N6 1 51.907 51.91.7 60 1.1111 D.0160 0.0316 7 0.0041 0 001 7175441 00119 000225 401.2115 0.0131 0001? 0.0001 250.0411300 199,415,teao 

S5 raamaiebi R.a. 11910111•040 3 6415741000 811110.1147/0 1 34.144 41.144 n 1.565 0 0715 0.402 5 0.001 0031 10470144 0 OUO 1303339 /5.433 0.6043 00024 0 0090 2552914.0.1 laKstatsCeee 

11 54440o1444 Illeu 114•141 ) 6111.574070 11411U / 44 2.51 44.251 at 1,244 0.0174 0.0017 17 0409 0 C134 1124912 0 0265 1100130 34 127 0.0111 110033 0.0099 7711,776,000 920,350,000 

Inia,491,000 511 Apcnaliaya Won . 3 541,574.1)40 0.1MJ 1 • 491338 49.13311 11 • 7/326 007479 0 COU 4 0 004 0001 7100I0 00017 0.00011 17331 0.0114 110034 0 0061 22/1,924.000 

St Samets/ 100 Miltat e&Ifi 3 44/574.000 144111 1 • 49 2311 47.3111 110 1423 C1 0251 0.0715 6 0 001 0.001 40415.11 0.0100 0.00200 35 131 0.0114 00032 0 0093 253,709.000 195,783.000 

40 547uou 14.4 1•441•711714. .1 641.574.00) 7442U 1 • 51959 51.955 41 179? 0 0747 0.0075 4 0 044 0.032 11 50115 11.0140 040174 19 407 0 01U 00037 0 0105 294471.010 1140,445,000 

6$ Sealu Ideyli Ponstija I 641.5747:03 MA140$111 2 36. 112 sa 712 a 244.153000 1.042 00124 0.034/ 17 0 009 0 C414 151 45431 0.081 000607 12.953 43 0370 aeon 00149 471.443000 2,351,590,000 

1,1111,1149,000 45 sinsau ny• Tr1 funopl 1 4413 / 4030 ›.4.1.41 ) • 51 112 51.311 44 1736 0 0211 00724 1/ 12024 0020 ta 5220 (3)1080 0 00150 34 364 0.0107 0,0033 110119 471175.000 

151 Sanstu Arra 114tu Hatabinwis I 5613 0.1100 EARMAL410 1 46 ASO 461194 42 407 00054 0 0031 9 11005 0.00) 90.62266 0.01.60 0.00299 34.623 0 0111 013335 0.0000 J51 215.0710 114,719,000 

64 14e11u:ne Ibilie loyll ,1 561.524.000 51.10111.01016 1 51.404 51 406 67 1161 Dana 00012 10 0.035 11 OW 29 CCOCC1 0.000 0 00096 11.134 110097 0 CCQ9 0 0021 201.734.000 742.468,000 

35 IlebrogAn 4/40 Marip althlilliffil ) 561.1.74.000 4411115744110 1 51 071 53.003 43 163 0,033 C1 OCOS 4 0.002 0 001 2343476 00041 0 03044 41.31? 0 0133 0.1040 0.0061 1/4504.oco 736,07fA00O 

64 islanc6an 114.4 50tp4 Boli*g Z 561,374.000 0441111.144110 57264 57.294 S 214151000 959 0.0132 11 C011 21 0.012 0006 93.08301 Q0155 1300110 17 ill? 0.0115 00214 0.0124 154.427003 1,206,154000 

47 11414nokan liork MAjlp 11•111d 2 SaLS74pal atinsuuAdc 3 54.311 54 551 N 6411 0.0094 0.41309 42 0.02 0009 44.57373 00010 0.03160 44443 0014.7 0 004.3 0.0135 437435,070 994054000 

114 ion•fdlkffl 11•Ta 11•1941 2 561.574.000 114111444111 1 44 1115 44.815 114 370 00051 0.00171 4 0001 0001 1111145644 00543 0.01049 47.992 0.0147 110044 0 0170 4111160.1310 14043,534,000 

114 1414n1Jun Aro Mayat 1 641514.400 MAA1 i • 57 545 17 441 4 .1.13153.000 7155 a0296 o aoio 5 ocin 15 001 57 cana a comi 0.00159 31.090 0.0117 aCenS 00054 26.5.176.000 1,194.409,000

70 klmtiwn 11.40 44.4r4Sea3 2 561.574 CO) ROINGGAL 1 51741 51 7114 44 173 04044 110004 31 0016 0004 1411523 0.0024 003314 51.711 00134 0 0347 00171 443.435.0110 905,004000 

11 1140.4440 11.11.4 114/444,0 2 561.874.000 111/00.18A4G 1 54.815 5li116 20 111 1101111 0 C01/2 9 0075 13 002 1141136 0.0010 0 000.2t 49.154 00151 0.0045 00070 156712000 734304,000 

72 klientkin Ilay• 10014.41 2 561574003 1111AGGAt 1 51.274 51174 42 5.33 a03•7 0 01)00 2/1 a 014 0 co6 ntlarazi aijni 0 005.71 40740 00121 0 (031 0.0154 410,311000 1,001,1143.000 

n 1141•401.44 llor 4 1444544 114114 2 541.5741:02 10111/06041. J 31 136 57.136 511 114 0.0016 0 0c02 71 0.011 0.004 411.31209 0.0000 000140 SZ 714 00161 00044 00109 3/8311.M3 470,490.070 

14 edffitina Ana arannaeria 2 951.574.000 (1410141410 410 1 • 54.002 54.00/ Sil • 147 0.0019 0.01334 16 11019 0.04/7 27156010 0.0346 0170091 46015 110141 0 C042 0.0130 31434440) 977,9124003 

7S 11414niken1/4 4 1140.1444 2 451574,0141 11711040444 2 53457 53.557 37 ISS 0 .0M3 0 C031 11 Ct011 0 CO4 5.64144 001111 0 00021 .11.1125 11.0141 00163 C i OrI17 255,A5/,oao U1,362,030 

41 13414•Akan try• Ia Cahrom 1 641 574.03) 0141EMELAN4G i • 51193 53 3113 40 • 1.115 0 0134 0 COIS 19 0.020 0.0011 01.13/03 aOnio 0.00110 111550 0 0114 00035 0.0147 416.310.01) 1,058,393,000 

*07,052.000 Tl 114/44. 404* Ilaufinnteun / 561.5 74,000 111111~ 1 34.91.1 14951 113 244 0 C031 0.0303 17 0.019 0004 11. 72063 00316 0 COM 44.433 0 0140 0.0045 0 C067 445.474.000 

71 4400410.44 10/04.41 2 561374.000 OL4tEM1041G 4 31566 53 566 31 147 010111 00001 43 0041 0017 166.55815 0-0274 0 00557 77 214 0 C033 000/1 0.0266 734.t9 1,796,504000 
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LAMPIRAn II 
PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR lo TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa 
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1,1) HAMILL 
AMAX D 22 1117LAK 

ToTAL •nizoicAT acouvilachiurai DIEGA 

`TA111.16:5fl0031~DARADIIIIA DALAnaliSGAHAN  rtiN 

Plo 

3 

11113A240/KNOLATAN ALOKM44 DANA 

illindain riallataCUNAW raga 13Ar 
rna i n liDAYA41." 115~K*AB-IFMEN L AMANDAU 

PARAF JABATAN
VVABUP 
SEKDA 

ASISTEN 

KABAG 

KAStiEBAG 

PELAKSANA 

117.01CAT KONVX1431:3121 

N1 tritAnt IrIANA 41.0~11 

BUPATI L MANDAU, 

HENDRA ESMANA 



LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR 10 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

Pormat Lembar Konfirrnasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa Di Rekening Kas 
Desa 

(KOP SURAT1 

TeLah tenma dan Kepola Kantot Pelayanan Perhrradaharaart Negara. Direklorat 
Jenderal Perlreadatuarnan selalat Penerinut Kuasa hupaufwals 
kota 

Untuk keperluan Penyaluran L>nna Haad Pentotungan lituta Desa TA 2021 
KabiKota .(1) 

Dengan rinrian 

TAHAP TANGOAL DTTERJMA JUTA LAH TERBILANG 
(dengan hundI 

f2I (31 141 (51 

1.)311.1 tettebut telnh diteritna pada 

Nomor Rekeninp. 

Niwm Rekenuig 

Neurin 13kullt 

Sterroel 
toiaterat 

R2 10 C00.-

(91 

(11) 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR KONFIRMASI PENER1MAAN PENTALURAN DANA DESA 

D1 REKEN1NG KAS DESA 

NOMOR 

11) 

12) 

(3) 

(4) 

(51 

(61 

(81 

(91 

(11) 

(12) 

URA1AN 1SIAN 

Dtisi nama kabupaterijkota penerima pcnyaluran dana hasd 
pcmatongan Dana Desa 

Dast tahapan pcnyaluran 

Diisi tanggal dana diterima 

Diiss jumlah dana yang diterima (dalam angkal 

Diis: sunIah dana yang ditcrima (dalarn huruI) 

Dust nomor rekcning pcncnma dana 

Diisi nama rekening pcnerinta dana 

Diisi nama bank pcnerima dana 

Dina tempat, tanggal, bulart, ta.hun pembuatan surat 

Dust Jabatan pentuala tangan Ocepala Dcsa) 

Diisi tanda tangan (kcpala Desa) 

Dni nama pcnanda tanput (kcpala Desa) 

UAGIAN i itli(li:VI 
SETDA K AEWPATEN 1. AMANCAU 

JAPATAN PARAF 
WABUP 

SEKDA 

AS1STEN 

KABAG 

KASUEBAG 

PELAKSANA '• --9 


